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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

                                       NOMOR 14 TAHUN    2012 
TENTANG 

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI 
DALAM BENTUK UANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang    :  a.   bahwa sumber dana masyarakat yang diterima oleh 
Kementerian Sosial merupakan hibah langsung dalam 
negeri dalam bentuk uang untuk bantuan sosial 
masyarakat; 

b. bahwa pengelolaan hibah langsung dalam negeri dalam 
bentuk uang perlu dikelola secara tertib, transparan, 
dan akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil 
guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan hibah 
langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang lebih 
tertib, transparan dan akuntabel, maka Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 176 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang 
perlu disempurnakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang 
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam 
Bentuk Uang; 
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Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang 
Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 623); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3206); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4406); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); 

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara  yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh 
Masyarakat; 

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan 
Penyelenggaraan Undian Gratis; 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 
tentang Izin Undian; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010, 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 
Republik Indonesia; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan 
Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 763); 
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21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
861); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN 
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK 
UANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan :  

1. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat 
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 

2. Dana Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang yang diterima 
langsung Kementerian Sosial adalah dana yang berasal dari 
masyarakat secara langsung diterima oleh Kementerian Sosial dan 
diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial.  

4. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, 
kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang 
terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  

6. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian pertolongan baik berupa 
uang dan/atau barang kepada pihak yang membutuhkan, agar yang 
bersangkutan mampu mempertahankan hidup, melaksanakan fungsi 
sosialnya secara wajar serta terlindunginya dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial. 
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7. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam 
bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh 
dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal 
dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah 
tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang 
digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan 
kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 
Usaha Milik Daerah. 

8. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam 
bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada 
pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, 
yang secara specific telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. 

9. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar 
negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat. 

10. Penyaluran Dana Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang 
adalah serangkaian kegiatan menyalurkan bantuan sosial berupa 
uang kepada penerima bantuan secara langsung dan/atau tidak 
langsung. 

11. Penerima Bantuan Sosial Secara Langsung adalah individu, 
kelompok, dan keluarga yang mengalami kondisi rentan dan/atau 
karena sebab-sebab tertentu, guna melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial. 

12. Penerima Bantuan Sosial Secara Tidak Langsung adalah instansi 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan lembaga kesejahteraan 
sosial yang peruntukannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. 

13. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah 
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian 
negara/lembaga negara. 

14. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung 
oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya 
dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum 
Negara.  

15. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka 
oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk 
uang. 

16. Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah 
serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi 
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